WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR :2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN
2013 TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

Mengingat

3.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,

Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan
OrpnMNmPohnkanunpiUrﬁanTuwdanTata
KathnhPehkumTeknhPajakBumldanBang\mndan
BPHTB pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Asset Daerah Kota Banjarbaru serta Peraturan Walikota
Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan,
OrgnMdanTqujaUnnPehkamTeknismnu
Pendidikanpadabinu?cndidﬂmnmaanjm.mahperm
dilakukan perubahan Batas Jumlah Uang Persediaan Satuan
Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan W

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadys Daecrah Tingkat Il Banjarbaru (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822},

Undang-Undang  Nomor 28  Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Ncmynngaeuihdnnﬂehudadxorupd,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 {entang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tshun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);



N

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenteng Perimbangan
Keuangan Antars Pemerintah Pusat dan Pemerintahun Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negaras Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lemburan Negara
Republik Indonesia Nomor 5224];

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
‘dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10; Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

11, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pemerintahan

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
DmhMmbmnNegnmRepubﬁklndmhﬁhmzoos
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

12, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);



Menetapkan

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangsn Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolann  Keuangan Daerab (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembarsn Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2J;

15. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Uraian
Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksann Teknis Pajak Bumi dan
Bangunan dan BPHTB Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah
Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 12};

16. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru
{Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 17);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2013
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Dacrah Kota Banjarbaru
Tahun 2013 Nomor 12); :

18. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2013 tentang
Pepjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Banjarbaru
Tahun 2013 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

. PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN
2013 TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal |

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2013
tentang Batas Jumlah Uang Persedinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun
Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 2] diubah

sebagai berikut :

I.  Pada ketentuan lampiran Batas Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013 yang terdiri dari :
a. setelah Nomor 4 ditambah 2 Nomor, menjadi Nomor 5 dan Nomor 6;
b, setelah Nomor 61 ditambah 2 Nomor, menjadi Nomor 62 dan Nomor 63.









